GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUHBERNUR SULAWES] SELATAN
NOMOKR S% TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISABI DAN TATA KERJA UNIT PELAKBANA TEKNIS BEKOLAH
MENENGAH ATAB NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

—
'

PROVINSI SULAWESI BELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

buhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14)
Peraturan Daerah Provinai Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
maka dalam rangkn pelaksannan tugas teknis operasional dan
teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan, perln membentuk Unit Pelaksana Teknis
Sekolalh Menengah Atas Negen;

bahwa sehubungan maksud dalam huruf &, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Sulowesi Selatan tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negenri
Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tehun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indenesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negare (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia
Nomor 3494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
|ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
7014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601];

—

Scanned by CamScanner



”

.9

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengeiolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5105);

Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887},

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Dacrah Provinai Sulawesi Selatan Tahun 2(}_15 Nomor
10, Tambahan Lerabaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 293,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWES] SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

® N W

9
10.
11.
12.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur pg:nyclenggu.ra
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Peraturan Gubernur adalnh Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

' i j i UPT adalah UPT Sekolah
Unit Pelaksana Tekms yang Iscla.njutnya disingkat | _
Mglnengah Atas Negen pucda Dinas Pendidikan Povinsi Sulawesi Selatan.

Kepala UPT adalah Kepnln UPT Sekolah Menengah Atas Negeri,
Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
Fungsi adalah pekerjnan yang merupakan penjabaran dan tugas.

Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang
merupakan upaya pvkok yang dilakukan pemegang jabatan,

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Denpan Peraturan Gubemur in, dibentuk UPT Sckolah Menengah Atas Negeri.

okl

.
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(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur
ini.

(3} UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala
UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan

(4] Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah
vang mewilayahi masing-masing UPT.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Pesal 3

{1} Susunan organisasi UPT terdin dan:
a. Kepala UPT Sekolah;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
pada lampiran yang merupakan bagian ridak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Baglan Kesatu
Tugas, Fungal, Dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah

Pasal 4

(1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah
Menengah Atas Negen.

(2] Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
mempunyai fungsi: _
a. perumusan kebijjakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah
Atas Negen; _ 1
b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Neger;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah
Menengah Aras Negeri,

d. pelaksanaan adminintrasi UPT, dan _

e. pelaksanaan fungs: lnin yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan

fungsinya.

(3] Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan UPT weboagni pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribustkan dan memberi petunjuk pelaksanaan rugas: J

-
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C. I'I'J.Eﬂ'll.'l.nT.H.l.l. mengawast

! dan mengevaluasi pelaksanaan tupas dalam
lingkungan UPT untuk me u

ngetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancan

« mengoreksi, memaoral d L _
naskah dinas; gan B an/atau menandatangani

€. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;

B. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah
Menengah Atas Negeri;

mengoordinasikan dan  melaksanakan pembinaan teknis  pengelolaan
Sckolah Menengah Atas Negeri:

mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar,
mengoordinasikan pelaksanaan administ asi kegiatan belajar mengajar;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenagn fungsional

kependidikan, tenaga flungsional lainnya, serta membina hubungan
kerjasama dan peran serta masyarakat,

. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan
administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;

- mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi

dan proses kegiatan belajar mengajar;

n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan,
kerumahtanggan, kesiswann, ketenagaan, keuengan, kurikulum, serta
sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler:

p. mengoordinasikan

dan masyarakat;

q. mengoordinasikan dan men
luar jam sekolah;

pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait

gatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di

mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi kebijakan teknis pengeiolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;

melaksanakan koordinasi dan konsulwasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;

t. menila: knerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

v. melaksanakan tugas lkedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugaanya.

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tats Ussha

Pasal B

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan

teknic dan adminietraai penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian,
dan keuangan dalam lingkungan UPT.
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimalesud pada ayat (1), meliputs
a menvusun rencann kegintan Subbagian Tata Usahin aehnpgat pedoman dalam
pelaksanann tugas,

mendistnbusikan dan memben petunjuk pelnksanann tugas,

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi  pelaksonaan  tugas  dalam

Ingkungan  Subbagian  Tata Usaha untuk  mengetahul  perkembangan
pelaksanaan tugas,

d. memvusun raneanpan, mengoreksi, memoral dan/ntou mennndatangani
naskah dinas,

e, mengikut rapat-rapat sesuni dengan bidang tugasnyn;

melakukan  koordinasi  pelaksanaen  kegintan  dalam Iin!.:kungnn upPT
sehinggn  terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
kegiatan,

g, melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT,

h.

mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan
informasi,

i.  mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;

J. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawnian dan hukum;

k. menpoordinasikan dan melakukan pelayanan ndministras keuangan;

I mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;

m. menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan
tatalaksana;

n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

o

mengoordinasikan dan melakukan kegatan kehumasan;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan

lembaga nonpemenntah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi,

q. menilai Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negarn sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha
dan membenkan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bLahan
perumusan Kebijakan, dan

5.

melakukan wugas kKedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

BABV
JABATAN FUNGBIONAL

Pasal 6

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dolom Pasal 3 ayat (1) huruf e

adalah  jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan

12

—

Penganglatan Jabatan Fungeionnl pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil

analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-
undanpgan,
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BAB V1
TATA KERJA

Pasal 7

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang
ditetapkan oleh Kepal

a Dinas sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2] Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh
persoril pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuni dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi,

keria sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi,
serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 8

(1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam
lngkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta

menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat
waktu kepada atasan Masing-masing.

(2) Seuap laporan yang diterima scbagaimana dimaksud pada ayat (1}, diolah dan
digunakan oleh pimpinan

scbagai bahan perumusan dan pelaksanaan
kebyakan telnis UPT.

(3] Kepala UPT dan Kepala Subba
melakukan pengawasan, pe
melaksanakan rapat k

gian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya,
mantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta
oordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(4) Kepala UPT mengembangkan koordinaai dan ke

rjasama dengan instansi
pemernntah /swasta terkait, dalam rangka meningksatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan funpgsi UPT.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional
di lingkunpan UPT, dllakeanakar alah

Pejabat yang berwenang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

tugar/ unit kena kepengurusan, pengelola dan/atau nama lainn
¥ ] ] a dﬂ]ﬂ.'l'ﬂ
UPT dengan Keputusan Kepala UPT, Y
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’ Y5 ¥ 'l
1< p""‘hfl‘t}lk&li satuan tugas;/ unit kerja, kepengurusan, pengeloln, dan/atau
nama lainnva dalam UPT sebagnimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan
kepada Kepala UPT wilayah masing-mnsing,
BAD IX

KETENTUAN PENUTUP
Paanl 11

Peraturan Gubernur um mula berlaku padn tnnggal diundangknn

Agar seuap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan

Diundangkan di Makassar
pada tangegal 27 Jummawi 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
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LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWES| SELATAN
NOMOR

TANGGAL

TENTANG : ORGANISAS] DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEQERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWES] SELATAN

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEQERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWES| SELATAN

KEPALA UFT

SUBBAGIAN
TATA LFAAHA
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LAMIY 12 '
Ns.r.n 1AM || * PEHATURAN GUBERNUR SULAWES! SELATAN
xR CUETANUN 2017

26 JANUARI 2017

POHGANISAS] AN TATA KERJA URIT PELAKSANA TEKNIS SEKGLAN

MENENUGAH ATAS NEGRERI PADA DINAS PENDIVIKAN
MROVINS] SULAWEST SELATAN

TANGUAL
TENTANG

DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEROLAN MENENGAN
ATAS NEQERI FADA DINAS PENDIDIHAN

PROVINS] BULAWES] BELATAN

NG | KAD/KOTA NAMA SATUAN PENDIDIKAN

LAMA

[IAHU

| F

E|

4

1 JUPT, Wil Bantaeng

SMA NEGERI 1 BANTAENG

SMAN | BANTAENG

UPT Wil Bamaeng

SMA NEGER| 1 BISSAPU

SMAN ¢ HANTAENG

SMA NEGERI | TOMPOBULU

SMAN I BANTAENG

UPT. WIL Dantacng

SMA NEGER] 2 BANTAENG

SMAN 4 BANTAENG

2
3 |UBT, Wil Bantaeng
4
5

UPT. Wil Bantaenp

SMA NEGERL I EREMERASA

SHMAN G BANTAENG

LT Wil Bantaeng

AMA NEGERI ] ULU ERE

SMAN G BANTAENG

LIPT. Wil Baeru

SMAN 1 DARRU

SMAN 1 HARRL

SMAN | SOPPENG RIAIA

SMAN & BARRU

4]
7
B JUPT. Wil Barru
9 |UPT.WIil. Barru

IMAN 1 TANETE RILAU

SMAN 1 BARRL

10 [UPT. Wik Bareu

SMAN I MALLUSETASI

SHAN 4 HAHRU

11 |UPT. Wil Barru

SMAN 1 TANETE RIAJA

SHAN 5 BARRU

12 |UET. Wil Barru SMAN 2 BARRU SMAN 6 BARRU
13 |UPT. Wil Bone SMAN 1 WATAMPONE SMAN | BONE
14 [UPT. Wil. Bone SMAN 1 MARE SMAN 2 BONE
15 |UPT Wil Bane SMAN 2 WATAMPONE SMAN 1 HONE
16 |UPT Wil Bone SMAN 1 AIANGALE SMAN 4 BONE
17 |UPT Wil Hone SMAN 1 LAPPARIALA SMAN £ BONE
18 |UPT Wil Bone SMAN 1 KAHU SMAN 6 BONE
19 |UPT. Wil Bone SMAN 5 WATAMPONE SMAN 7 BONE
20 |UPT. Wil Hone SMAN | KAJUARA SMAN B BONE
21 [UPT. Wil Bone SMAN 3 WATAMPONE SMAN 3 BONE

22 |UPT Wil Bone

SMAN 1 TONHA

SMAN 10 BONE

23 |UPT. Wil Bone

SMAN 1 LIBURENG

SMAN 11 BONE

24 |UPFT. Wil Bone

SMAN 1 SIHULUE

SMAN 12 BONE

25 |UPT. Wil Bone

SMAN + WATAMPONE

SMAN 13 BONE

26 |UPT Wil Bone

SMAN 1 TELLUSIATTINGE

SMAN 14 BONE

27 |URFT. Wil Bane

SMAN 1 ULAWENG

SMAN 15 BONE

20 |UPT Wil Hane

SMAN 1 AWANGPONE

SMAN 16 LONE

2% JUPT. Wil Bone

SMAN 1 LAMURU

SMAN 17 BONE

30 |UPT. Wil Bone SMAN 1 CINA SMAM 18 BOMNE
31 JUPT. Wil Done SMAN 1 PATIMPENG SMAN 19 BONE
12 |UPT. Wil, Bane SMAN 1 AMALI

SMAN 10 HONE

33 |UPT, Wil. Bone

SMAN 1 SALCMEKKD

SMAN 21 BONE

Ia |UPT. Wil. Bane

SMAN 2 LIBURENG

SMAN 22 BONE

15 |UPT Wil Bone

SMAN | DONTOCANI

SHIAN 23 BONE

A JUPT. Wil Bone

SMAN 1 DUA BOCCOE

JMAN 24 DONE
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KAD/MOTA NAMA SATUAN PENDIDIKAN
LAMA ARL
i ] =
LS8 JUPT. Wil Luwu Uara SMAN Z MASAMDA AMUAN I LW T ARA
159 TUPT. WIL Luws Utars  |SMAN | MAPPEDECENG SMAN 1 LUWI UTARA
160 JUPT. WL Lawu Utara  |SMAN 2 SUKAMA|LU EMCAN 10 LUWU UTARA
161 [UFT. Wil Litwu Utars SMAN 1 MALANGEE SMAN 11 LUWU UTARA
Y62 T WL Lawu Utara SMAN LTANA LILI AN 13 LUWL UTARA l
163 [UPT. WIL Luwu Utara  [SMAN 1 SEKQ LSMAN 13 LUWLU UTARA
164 (UPT. WIL Luwu Utara SMAN 1 LIMOONG GMAN 14 LUWU UTARA
165 JUPT, WL, Luw Utara SMAN | RRAMPI SMAN 15 LUWU UTARA
166 |UPT, Wil Luwu Utara SMAN I BALBUNTA SMAN 16 LUWU UTARA
167 |UPT. Wil Luwu Utara  |SMAN 2 MALANGKE EMAN 17 LUWU UTARA
160 [UPT. Wil Luwu Uthra SMAN 2 SADDANG EMAN 18 LUWU UTARA
169 |UPT, Wil Luwu Utara  |SMAN 3 MASAMBA SMAN 1% LUWU UTARA
170 |UPT. Wil Maros SMAN 1 (SSN) MARDS [sMAN 1 MAROCS
171 JUPT. Wil Maras SMAN 2 CAMDA - MARDS SHAN I MARODS
172 |UPT. Wil. Maros SHMAN 3 LAU MAROS SMAN 3 MARDS
171 |UPT. Wil Maros CMAN 4 BANTIMURUNG SMAN 4 MARDS
174 |UPT. Wil Maros SMAN § TANRALILI - MAROS CHMAN 5 MARDS
175 |UPT. Wil Maros SMAN & BONTOA - MARDS SMAN & MARDS
176 |UPT. Wil Maros SMAN 7 MALLAWA « MARDS SMAN 7 MARDS
177 |UPT. WIL Marox SMAN B MANDAI - MARDS SMAN B MARDS
178 |UPT. Wil. Maros SMAN 9 MARLISU - MARDS SMAN 9 MARDS
179 |UPT. Wil Maras SMAN 10 STMBARG - MARDS SMAN 10 MAROS
180 |UPT. Wil Maros SMAN 11 MARDS BARLU SMAN 11 MARDS
181 JUPT. WIL Maros SMAN 12 CENRANA - MARDS SMAN 12 MARODS
182 |UPT. Wil. Maros SMAN 13 TOMPOBULU - MARDS SMAN 13 MARDS
183 |UPT. Wil. Maros SMAN 14 MONCONGLOE SMAN 14 MAROS
UPT. Wil. Panghajene
184 Kepulouan SMAN 1 PANGKAJENE SMAN 1 PANGKEP
- |UPT. Wil Pangkajen:
i H Kepulauan SMAN 1 SEGERI SMAN 2 PANGKER
UPT, Wil. Panghaji.-
186 it SMAN 1 BUNGORO SMAN 3 PANGKEP
- |UPT. Wil Pangkaje:
187 Kistakasikn SMAN 1 LABAKKANG SMAN 4 PANGKEP
UPT, Wil Pangkajens
188 Kepulauan SMAN 1 LIVKANG KALMAS EMAN S PANGEEP
UPT. Wil Pam . .
169 | ek BARIN0 AN 1 LIUKANG TANGAYA SMAN 6 P,

Scanned by CamScanner



NAMA SATUAN PENDIDIKAN
° SANIRaTA LAMA BARU
I z h | #
334 [UPT Wil Pare-Pare  [SMA NEGERI 3 PAREPARE WA NEGERI 3 PAREPARE
335 |UPT. WL Pare-Pare SMA NEGERI 4 PAREPARE M A NEGERI 4 PAREPARE

116

UPT. Wil. Pare-Pare

SMA NEGERI 5 PAREPARE

sMA NEGERI S PAREPARE

SELW

ULAWES| SELAT”.L/-

DIL H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.51.. MH.
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